
BUPATI CIANJUR 

PROVINS! JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR 

NOMOR 39 TAHUN 2025 

TENTANG 

TATACARA PENENTUAN PROYEK STRATEGIS DAERAH 
DI KABUPATEN CIANJUR 

Menimbang: 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI CIANJUR, 

a. bahwa pelaksanaan proyek strategis daerah perlu lebih 
dioptimalkan untuk memaksimalkan dampak bagi 
peningkatan perekonomian, kesejahteraan masyarakat 
dan pembangunan daerah; 

b. bahwa menganalisa dan perumusan konsep perumusan 
tatacara penentuan proyek strategis daerah yang 
tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan 
Daerah Kabupaten Cianjur yang hasilnya menjadi 
pedoman bagi Perangkat Daerah yang terkait untuk 
mensinkronisasikannya dalam Rencana Kerja Perangkat 
Daerah pada tahun bersesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 
Penentuan Proyek Strategis Daerah di Kabupaten 
Cianjur; 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4150); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856);Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 41 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6987); 

10.  Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang 
Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
7034); 



1 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4890); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

14. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang 
Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. 

15. Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang 
Perubahan atas Perpres Nomor 75 tahun 2014 tentang 
Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Cianjur sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten 
Cianjur Tahun 2022 Nomor 39); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 
2022 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 
Nomor 35); 

19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita 
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Cianjur Nomor 126 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Serita 
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 250); 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PENENTUAN 
PROYEK STRATEGIS DAERAH DI KABUPATEN CIANJUR 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Bupati adalah Bupati Cianjur. 

2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur. 

3. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut 
Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi 
Daerah. 

5. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian 
Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur. 

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) 
Tahun. 

8. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 
jangka waktu 5 (lima) Tahunan. 

9. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, 
berupa hasil Pembangunan Daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh 
darai pencapaian hasil (outocome) program Perangkat Daerah. 

10. Strategis adalah langkah berisikan program-program sebagai proritas 
pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. 

1 1.  Arab Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk 
menyelesaikan permasalahan pembagunan dan mengantisipasi isu strategis 
Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai 
penjabaran strategis. 

12. Proyek Strategis Daerah adalah proyek dan/atau program yang 
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki sifat strategis untuk 
peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. 

Administrasi 



Pasal 2 

Proyek Strategis Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 memiliki kriteria 

sebagai berikut: 

a. mendukung Visi dan Misi Bupati serta capaian Prioritas Daerah; 

b. memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan perekonomian, 

kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah; 

c. nilai strategis yang tinggi; 

d. keterkaitan dengan pelayanan dasar; 

e. memiliki risiko dan kompleksitas; 

Pasal 3 

(1) Daftar Proyek Strategis Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati 

setelah RKPD atau Perubahan RKPD ditetapkan. 

(2) Proyek Strategis Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang 

bersumber dari APBD. 

(3) Proyek Strategis Daerah dapat diubah berdasarkan kebutuhan, 

kemampuan anggaran dan perubahan nomenklatur. 

Pasal 4 

Dalam rangka pelaksanaan Proyek Strategis Daerah dilakukan pendampingan 

oleh Inspektorat. 

Pasal 5 

Mekanisme penetapan Proyek Strategis Daerah sebagai berikut: 

a. Perangkat Daerah menyampaikan daftar usulan proyek strategis kepada 

Sadan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah untuk 

dihimpun dalam RKPD; 

b. Sadan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah menyampaikan 

Daftar usulan Proyek Strategis Daerah kepada Sekretaris Daerah. 

c. Sekretaris Daerah menugaskan Bagian Administrasi Pembangunan untuk 

mengkoordinir pembahasan usulan daftar Proyek Strategis Daerah bersama 

Bapperida, BKAD, Barjas, Inspektorat dan Perangkat Daerah Terkait yang 
kemudian ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Proyek Strategis 

Daerah. 

d. Perangkat Daerah menyampaikan laporan tiap triwulan pelaksanaan Proyek 

Strategis Daerah kepada Bupati tembusan Sekretaris Daerah dan 

Bapperida. 

e. Bagian Administrasi Pembangunan melaksanakan monitoring, 
pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Proyek Strategis Daerah. 



' . 

BAB II 

PENUTUP 
Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur. 

Ditetapkan di Cianjur 
pada tanggal 9 Mei 2025 
BUPATI CIANJUR, 

ttd;/cap; 

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN 

Diundangkan di Cianjur 
pada tanggal 14 Mei 2025 
SEKTRETARIS DA, H KABUPATEN CIANJUR 
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CECEPS. A, 

BERITA DA~RAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025 NOMOR 537 


